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REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5459);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Majemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 323);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016
tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun
2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
680);



13.

14.

15.

16.

Menetapkan:
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Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di
Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2085);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun
2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 7 Tahun 2017
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2017 Nomor 395).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA
CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.

Pasal 1
Peraturan Badan ini sebagai petunjuk dan pedoman
pelaksanaan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan
Badan Narkotika Nasional dalam menangani dan memproses
kerugian negara yang terjadi di satuan kerja yang menjadi

tanggung jawabnya.

Pasal 2
Ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian
negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.



2017, No.1940

Pasal 3
Ketentuan mengenai Format tata cara tuntutan ganti
kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4
Atas kerugian Negara oleh Pegawai Negeri bukan bendahara
yang terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Badan ini,
penyelesaian kerugian negara menggunakan Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di
lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348).

Pasal 5
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian
Kerugian Negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



2017, No.1940

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



